
Menimbang

Salinan

BUPATI KEDIRI
PROVIITSI JAUTA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 1

TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai

peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional

untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan

perekonomian nasional dan daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik

di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan

efisien, perlu dilakukan penyesuaian kedudukan,

susunanorganisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 2l Tahun 2022

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri,

perlu untuk disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor

12 Tahun 2A2l tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
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d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 2l Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan

Fropinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 1950 Nomor 79, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan D.I Yograkarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor lg, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3Ol;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 201 1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

680 1 );

Mengingat
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4- undang-Undang Nomor 5 Tahun 2al4 tentang Aparatur sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5a9a\;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68a5);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tengang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor lt4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 787, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6aO\;
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OlT tentang
Man4jemen Pegawai Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLT Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2o2o (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2A Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6a771;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OLT tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLT

Nomor 73, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 60a 1);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2ol4 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)

sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor T6

Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); ;

12- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2OI8 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 33) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ot8
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2O2l Nomor 63);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Ll2 Tahun 2018

tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Daerah, Provinsi dan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 15a3);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2Ol9

tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Keq'a Sekretariat

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 97Al;

16. Peraturan l,embaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2O2t tentang Unit Keda

Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2l Nomor 511);

L7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2l tentang

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021,

Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2l tentang

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 5a$;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2A22 tentang Sistem

Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 181);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kediri (l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun

2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 147l;

1. Peraturan Bupati Kediri Nomor 2l Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

serta Tata Keda Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri (Berita

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 21);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 2I TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun

2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri (Berita

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 21), diubah sebagai

berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

a. Sekretaris Daerah, membawahi :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan

3. Asisten Administrasi Umum.

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

membawahi :

1. Bagian Tata Pemerintahan;

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan

3. Bagian Hukum.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan

2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi

Pembangunan.

d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :

1. Bagian Umum;

2. Bagian Organisasi;

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

e. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi

Sub Bagian Protokol;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Masing-masing Asisten berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris Daerah.

(3) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Daerah.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bagran.

2. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai

tugas melaksanakan pengoordinasian dan membawahi Bagian

Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian

Hukum.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralryat

menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah

di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan ralryat dan

hukum;

b. pelayanan administrasi di bidang tata pemerintahan,

kesejahteraan ralryat dan hukum;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Keq'a, Dinas Sosial, Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas

Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa, Satuan Polisi Pamong Praja, UOBK

RSUD Kabupaten Kediri, UOBK RSUD Simpang Lima

Gumul, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat, Kecamatan dan

Kelurahan/Desa;

d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, konsultasi, supervisi

di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan

hukum;
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e. pemantau€Ln, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintahan daerah; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rak5rat,

dan hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat {21huruf b pasal 10 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Asisten Perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas
melaksanakan pengoordinasian dan membawahi Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Bagian
Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi pembangunan.

(21 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Asisten Perekonomian dan pembangunan

menyelenggarakan fungsi :

a- pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang
perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber

daya alam;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas perhubungan,

Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang, Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas pariwisata

dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan perkebunan,

Dinas Ketahanan pangan dan peternakan, Dinas
Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro, Dinas Perdagangan, Dinas penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah;

c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan

barang dan jasa;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang pengadaan barang dan jasa;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian

tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi
pembangunart, dan sumber daya alam; dan



9

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris
Daerah di bidang perekonomian, administrasi
pembangunan, pengadaan barang dan jasa, dan sumber

daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Ketentuan Bagran Ketujuh BAB III diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi

Pembangunan

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi

Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pengadaan barang/jasa dan administrasi
pembangunan.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi

Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a- pelaksanaan perumusan kebijakan pengadaan

barang/jasa;

b. pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kegiatan

serta pelaksanaan tugas dan fungsi pengadaan

barang/jasa;

c. pelaksanaan pengelolaan strategi pengadaan

barang/jasa;

d. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa;

e. pelaksanaan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik;

f . pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan

kelembagaan pengadaan barang/j asa;

g. pelaksanaan pendampingan, konsultansi, dan bimbingan

teknis pengadaan barang /jasa;
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h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pengadaan barang/jasa serta program kegiatan;

i. pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tata
kelola pengadaan barang/jasa; dan

j. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

administrasi pembangunan.

6. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Asisten Administrasi umum mempunyai tugas melaksanakan
pengoordinasian dan membawahi Bagian Umum, Bagian

Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan

Bagian Perencanaan dan Keuangan.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan penyusunan kebijakan pemerintahan

daerah di bidang organisasi dan umum, protokol dan

komunikasi pimpinan;

b. pelayanan administrasi di bidang organisasi, umum,
protokol dan komunikasi pimpinan;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan

Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah;

d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, konsultasi,

supervisi di bidang organisasi dan umum;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan di bidang organisasi dan umum; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah di bidang umum dan organisasi yang berkaitan
dengan tugasnya.

7. Pasal 13 dihapus.

8. Ketentuan Lampiran Bagan Organisasi Sekretariat Daerah diubah
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



11

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya datam Berita Daerah
Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

padatanggal 26 - 5 -2023
BTIPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

ttd

Diundangkan di Kediri

padatanggal 26 - 5 -2023
SEKREIARIS DATRAII I{ABUPATEN KEDIRI,

ttd

MOIIAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAII XABUPATEN KEDIRI TAIIIN 2O2A NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.
Plt. Kepala Hukum

STIWONO
Penata Tingkat I

NrP. 19661125 198903 1 010



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 19 TAHUN 2023
TAN@AL : fr - 5 -zOZi

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

PIt.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n, SEKRETARIS DAERAH

Asisten
dan Rakyat

Penata Tinukat I
19661125 188903 I OIO

SEKRETARIS DAERAH

KEI"OMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

FUNGSIONAL FUNGSONAL FUNGSIONAL FUNGSIONALFUNGSIONAL FUNGSIONAL

FUNGSIONAL

,T.

FUNGSIONAL

BAGIAN

FUNGSIONAL
KELOMPOK

SIAFAHLI BIDANIG
PEREKOT'IOMIAN,
KEUANGAN DAN
PEMBAT.IGUMN

STAF AHLI BIDANG
KEMSYARAKATAN
DAN SUMBER DAYA

MANUSIAASISTEN
PEIUERINTAHAN DA.I

KESEJATERIdN RAKYAT

ASSTEN
PEREXONOMIAN DAT'I

PEMBANGUNAN

ASISTEN
ADMINISTRASI UMUM

BAGIAN
PEREKONOMLAN

DAN SUMBER DAYA
ALAM

BAGIAN PROTOKOL
DAN KOMUNIKASI

PIMPINAN

BAGlqN
PERENCANAAN

KEUANGAN

SAGIAN
TATA

PEMERINTAHA.I

BASAN
(ESEJAHTERAAN

RAKYAT

BAGIAN
HUKUM

BAGIAN
UMUM

BAGIAN
ORGANISASI

SUB BAGIAN
PROTOKOL

BTARANGI,qSq DAll
AOMINISTRASI

PEMB T.IGUNN'I

IIIIII

BI'PATI XEDIRI,

ttd

IIAIIIIDHIAO HIUAWAIT PRAUAIIA

tl tl tt tltt
II tt tl lt II

lt II tt IItl


